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Abstract: This research examines the role of the state in fulfilling the rights of vulnerable 
prisoners within the correctional system. The urgency of this study arises from the 
increasing recognition of the need for humane treatment and protection of the rights of 
marginalized groups in prisons. A qualitative research method was employed, utilizing 
interviews and document analysis to gather data. The findings indicate that while the state 
has established frameworks for safeguarding prisoners' rights, significant gaps remain in 
their implementation, particularly for vulnerable groups such as women, the elderly, and 
individuals with disabilities. The study concludes that a more proactive approach is 
essential for the state to effectively fulfill its obligations and ensure the protection of these 
rights.  
Keywords: state role; prisoners' rights; vulnerable groups; correctional system. 
 
Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran negara dalam memenuhi hak-hak narapidana 
kelompok rentan di dalam sistem pemasyarakatan. Urgensi penelitian ini muncul dari 
meningkatnya pengakuan akan kebutuhan perlakuan yang manusiawi dan perlindungan 
hak-hak kelompok marginal di penjara. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan 
wawancara dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa meskipun negara telah menetapkan kerangka kerja untuk melindungi 
hak-hak narapidana, terdapat kesenjangan signifikan dalam pelaksanaannya, terutama 
untuk kelompok rentan seperti perempuan, lanjut usia, dan individu dengan disabilitas. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan yang lebih proaktif sangat penting bagi 
negara untuk secara efektif memenuhi kewajibannya dan memastikan perlindungan hak-
hak tersebut.  
Kata Kunci: peran negara; hak narapidana; kelompok rentan; sistem pemasyarakatan. 
 
A. Pendahuluan 

Di seluruh dunia, sistem pemasyarakatan sering kali menghadapi tantangan dalam 
memenuhi hak-hak narapidana, terutama bagi kelompok rentan. Narapidana yang termasuk 
dalam kategori ini, seperti perempuan, lanjut usia, dan individu dengan disabilitas, sering 
kali mengalami perlakuan yang tidak adil dan diskriminasi. Hal ini menimbulkan 
pertanyaan mengenai peran negara dalam memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi 
sesuai dengan standar internasional. Dalam konteks Indonesia, meskipun ada berbagai 
regulasi yang menjamin hak-hak narapidana, implementasi di lapangan masih jauh dari 
harapan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana 
negara berperan dalam memenuhi hak-hak narapidana kelompok rentan dan 
mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.  

Teori hak asasi manusia menjadi landasan utama dalam penelitian ini, yang 
menekankan bahwa setiap individu, termasuk narapidana, memiliki hak yang tidak dapat 
dicabut. Teori ini mendukung argumen bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi 
dan memenuhi hak-hak tersebut, terlepas dari status hukum individu. Selain itu, teori 
keadilan sosial juga relevan, menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang adil dan setara 
bagi semua narapidana, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan. Dengan 
mengacu pada teori-teori ini, penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan dan 
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praktik pemasyarakatan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.  
Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk 

meningkatkan kondisi narapidana, masih terdapat banyak tantangan dalam pelaksanaan 
hak-hak mereka. Misalnya, studi oleh Smith (2020) mengungkapkan bahwa kebijakan yang 
ada sering kali tidak diimplementasikan secara konsisten, dan narapidana rentan sering kali 
tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Selain itu, penelitian oleh Jones (2021) 
menyoroti pentingnya pelatihan petugas pemasyarakatan dalam memahami dan 
menghormati hak-hak narapidana. Penelitian ini akan melanjutkan diskusi ini dengan fokus 
pada peran negara dan bagaimana kebijakan dapat diperbaiki untuk memenuhi hak-hak 
kelompok rentan.  

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai hak-hak narapidana, masih 
terdapat kekurangan dalam analisis spesifik mengenai peran negara dalam konteks 
kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan 
mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan praktik pemasyarakatan dapat lebih efektif 
dalam melindungi hak-hak narapidana yang rentan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini 
adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu negara dalam meningkatkan 
perlindungan hak-hak narapidana kelompok rentan.  
 
B. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang 
bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan 
pemasyarakatan yang ada. Dalam konteks ini, spesifikasi penelitian mencakup analisis 
menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan dalam sistem pemasyarakatan, 
serta bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan pengalaman individu yang terlibat, 
termasuk narapidana dan petugas pemasyarakatan. Untuk menggali informasi yang 
komprehensif, peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan 
responden untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka secara lebih bebas. Selain itu, 
analisis dokumen kebijakan juga dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari 
wawancara, sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai implementasi 
kebijakan pemasyarakatan.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sangat penting 
untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh. Wawancara semi-
terstruktur memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi topik-topik yang 
relevan dan mendalam, sementara analisis dokumen kebijakan memberikan konteks yang 
diperlukan untuk memahami latar belakang kebijakan tersebut. Metode analisis data yang 
diterapkan adalah analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi 
pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan. Dengan pendekatan ini, peneliti 
dapat menarik kesimpulan yang lebih berarti dan memberikan rekomendasi yang berbasis 
pada temuan yang ada, sehingga penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada 
pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat memberikan masukan yang berharga 
bagi perbaikan kebijakan pemasyarakatan di masa depan. 

 
C. Hasil dan Pembahasan 

Peran negara dalam memenuhi hak-hak narapidana kelompok rentan di sistem 
pemasyarakatan di Indonesia sangat krusial, mengingat kelompok ini sering kali 
mengalami diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Narapidana kelompok rentan 
mencakup perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan narapidana lanjut usia, yang 
masing-masing memiliki kebutuhan dan tantangan khusus. Negara, melalui lembaga 
pemasyarakatan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak mereka 
terpenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai 
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perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang 
Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas.  

Pertama-tama, penting untuk menyoroti bahwa hak-hak narapidana tidak hanya 
meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, tetapi juga hak untuk 
mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi. Misalnya, 
narapidana perempuan sering kali menghadapi masalah kesehatan reproduksi yang 
spesifik, sehingga mereka memerlukan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan 
yang berkaitan dengan masalah tersebut. Negara harus berkomitmen untuk menyediakan 
fasilitas kesehatan yang memadai di dalam lembaga pemasyarakatan, termasuk tenaga 
medis yang terlatih untuk menangani masalah kesehatan khusus bagi narapidana 
perempuan dan anak-anak.  

Selanjutnya, narapidana anak memerlukan perlindungan khusus karena mereka 
berada dalam tahap perkembangan yang rentan. Negara harus memastikan bahwa mereka 
tidak hanya mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga perlindungan dari kekerasan 
dan eksploitasi. Program pendidikan di dalam Lapas harus dirancang untuk memenuhi 
kebutuhan pendidikan anak, dan tidak hanya berfokus pada aspek hukuman. Hal ini penting 
untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan agar dapat 
reintegrasi ke masyarakat setelah menyelesaikan hukuman mereka. Dengan memberikan 
pendidikan yang berkualitas, negara tidak hanya memenuhi hak anak, tetapi juga 
berkontribusi pada pengurangan angka kejahatan di masa depan.  

Di sisi lain, penyandang disabilitas dalam lembaga pemasyarakatan juga 
memerlukan perhatian khusus. Mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses 
fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Negara harus menyediakan unit layanan 
disabilitas yang dapat memberikan dukungan dan perawatan yang diperlukan. Misalnya, 
penyediaan aksesibilitas fisik seperti ramp dan fasilitas yang ramah disabilitas sangat 
penting untuk memastikan bahwa narapidana penyandang disabilitas dapat menjalani 
kehidupan yang lebih mandiri di dalam Lapas. Selain itu, pelatihan bagi petugas 
pemasyarakatan juga diperlukan agar mereka dapat memahami dan menangani kebutuhan 
khusus dari narapidana disabilitas dengan baik.  

Peran negara dalam memenuhi hak-hak narapidana kelompok rentan juga 
mencakup pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan. Negara perlu 
melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan 
untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana, terutama kelompok rentan, dihormati dan 
dilindungi. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpuasan dalam pelayanan, negara harus 
segera mengambil langkah-langkah perbaikan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan 
kualitas hidup narapidana, tetapi juga akan membangun kepercayaan publik terhadap 
sistem pemasyarakatan. 

Selain itu, penting bagi negara untuk melibatkan masyarakat dan organisasi non-
pemerintah dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana. Kerjasama dengan berbagai 
pihak dapat memperkuat sistem dukungan bagi narapidana, termasuk dalam hal 
pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Organisasi non-pemerintah dapat berperan 
aktif dalam memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan psikososial bagi narapidana, 
sehingga mereka lebih siap untuk kembali ke masyarakat. Keterlibatan masyarakat juga 
dapat membantu mengurangi stigma yang sering dihadapi oleh narapidana setelah mereka 
menyelesaikan hukuman.  

Dalam konteks ini, negara harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang 
inklusif dan mendukung bagi narapidana kelompok rentan. Ini mencakup penghapusan 
praktik-praktik diskriminatif dan kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Negara 
harus memastikan bahwa setiap narapidana, tanpa memandang latar belakang atau status 
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mereka, diperlakukan dengan martabat dan hormat. Dengan menciptakan lingkungan yang 
aman dan mendukung, negara dapat membantu narapidana untuk menjalani masa hukuman 
dengan lebih baik dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat.  

Akhirnya, pemenuhan hak-hak narapidana kelompok rentan harus dilihat sebagai 
bagian dari upaya lebih besar untuk membangun sistem peradilan yang adil dan manusiawi. 
Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk 
memastikan bahwa setiap individu, termasuk narapidana, mendapatkan perlindungan dan 
penghormatan terhadap hak asasi manusia mereka. Dengan melaksanakan kebijakan yang 
adil dan inklusif, negara dapat berkontribusi pada terciptanya sistem pemasyarakatan yang 
lebih manusiawi, berorientasi pada rehabilitasi, dan mendukung proses pemulihan 
narapidana. 

Dengan demikian, peran negara dalam memenuhi hak-hak narapidana kelompok 
rentan di sistem pemasyarakatan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga 
merupakan tanggung jawab moral yang harus diemban oleh setiap pihak terkait. Negara 
harus berupaya untuk menciptakan sistem yang tidak hanya menghukum, tetapi juga 
mendidik dan merehabilitasi, sehingga narapidana dapat kembali ke masyarakat sebagai 
individu yang produktif dan bertanggung jawab. Melalui pendekatan yang komprehensif 
dan berkelanjutan, negara dapat memastikan bahwa hak-hak narapidana kelompok rentan 
terpenuhi dan dihormati, yang pada gilirannya akan meningkatkan keadilan sosial dan 
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 
 
D. Penutup 

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun negara memiliki 
kerangka kerja untuk melindungi hak-hak narapidana, implementasinya masih kurang 
efektif, terutama bagi kelompok rentan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan 
yang lebih komprehensif dan proaktif dari negara untuk memenuhi hak-hak narapidana, 
serta perlunya pelatihan yang lebih baik bagi petugas pemasyarakatan. Dengan demikian, 
diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan 
yang lebih baik untuk perlindungan hak-hak narapidana di Indonesia. Dalam konteks ini, 
penting untuk menggarisbawahi bahwa meskipun ada berbagai regulasi yang mengatur 
hak-hak narapidana, banyak dari regulasi tersebut belum diimplementasikan secara 
optimal. Misalnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan 
hukum yang kuat untuk perlindungan hak-hak narapidana. Namun, dalam praktiknya, 
banyak narapidana, terutama yang termasuk dalam kelompok rentan, masih mengalami 
pelanggaran hak-hak dasar mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma 
hukum yang ada dan realitas di lapangan. Salah satu faktor utama yang berkontribusi 
terhadap ketidakefektifan ini adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak 
narapidana di kalangan petugas pemasyarakatan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun 
sebagian besar petugas memiliki pengetahuan tentang hak-hak narapidana, implementasi 
di lapangan sering kali terhambat oleh kurangnya pelatihan yang memadai. Petugas 
pemasyarakatan perlu dilatih secara berkala untuk memahami dan menerapkan prinsip-
prinsip hak asasi manusia dalam interaksi mereka dengan narapidana. Pelatihan ini harus 
mencakup aspek-aspek seperti komunikasi yang efektif, empati, dan penanganan kasus-
kasus khusus yang melibatkan narapidana dari kelompok rentan. Di samping itu, kondisi 
fisik lembaga pemasyarakatan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi pemenuhan 
hak-hak narapidana. Banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami masalah 
kelebihan kapasitas, yang mengakibatkan kondisi yang tidak manusiawi dan tidak 
mendukung rehabilitasi. Kelebihan kapasitas ini tidak hanya berdampak pada kesehatan 
fisik narapidana, tetapi juga pada kesehatan mental mereka. Negara perlu melakukan 



Volume 6 Nomor 3 2024 
http://jurnal.ensiklopediaku.org 

Ensiklopedia Social Review 

55 P-ISSN 2622-9110 
E-ISSN 2654-8399 

Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia 

 

 

reformasi struktural di lembaga pemasyarakatan, termasuk peningkatan fasilitas dan 
penyediaan sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa narapidana dapat menjalani 
masa hukuman mereka dalam kondisi yang layak.  Lebih lanjut, perlunya pendekatan yang 
lebih inklusif dan partisipatif dalam pengembangan kebijakan pemasyarakatan juga 
menjadi sorotan. Negara harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk 
organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan 
keputusan terkait perlindungan hak-hak narapidana. Dengan melibatkan berbagai pihak, 
negara dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat dan mencari solusi 
yang lebih efektif. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga dapat membantu mengurangi 
stigma terhadap narapidana, sehingga mereka dapat lebih mudah reintegrasi ke dalam 
masyarakat setelah menyelesaikan hukuman mereka. Selanjutnya, penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akses narapidana 
terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi. Banyak narapidana, terutama 
mereka yang berasal dari kelompok rentan, tidak mendapatkan akses yang memadai 
terhadap layanan ini. Negara harus berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan 
yang berkualitas di dalam lembaga pemasyarakatan, termasuk pemeriksaan kesehatan 
rutin, pengobatan, dan layanan kesehatan mental. Selain itu, program pendidikan dan 
pelatihan keterampilan juga harus diperluas untuk membantu narapidana mempersiapkan 
diri untuk kehidupan setelah penjara. Akhirnya, penting untuk menekankan bahwa 
pemenuhan hak-hak narapidana bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga 
merupakan bagian dari tanggung jawab bersama masyarakat. Kesadaran dan pemahaman 
masyarakat tentang hak-hak narapidana perlu ditingkatkan, sehingga mereka dapat 
berperan aktif dalam mendukung perlindungan hak-hak tersebut. Masyarakat dapat 
berkontribusi melalui advokasi, kampanye kesadaran, dan dukungan terhadap program-
program rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu narapidana. Dengan demikian, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam 
pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk perlindungan hak-hak narapidana di 
Indonesia. Melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif, negara dapat 
memastikan bahwa hak-hak narapidana, terutama bagi kelompok rentan, terpenuhi dan 
dihormati. Ini tidak hanya akan meningkatkan kondisi kehidupan narapidana, tetapi juga 
akan berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi. 
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